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LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Mengingat

Menimbang :

»

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan bidang ckonomi harus diarahkan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa demokrasi dalam bidang ckonomi menghendaki adanya

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi
di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam
iklim usaha yang schat, efektif, dan efisien schingga dapat
mendorong pertumbuhan ckonomi dan bekerjanya ekonomi pasar
yang wajar;

. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam
situasi persaingan yang schat dan wajar, schingga tidak
menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku
usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah
dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia  terhadap
perjanjian-perjanjian internasional;

d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan huruf ¢, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat
perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Schat;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
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Lampiran 2: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1! TAHUN 2020
TENTANG
CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan
Pemerintah  Negara Indonesia dan mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu
melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga
negara atas pekenaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiwan melalui cipta kerja;

b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap
tenaga kerja Indonesia yang seluas luasnya di tengah
persaingan yang semakin kompeutif dan tuntutan
globalisasi ekonomi;

¢. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperfukan
penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan
dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistemn investasi, dan percepatan proyek
strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan
dan kescjahteraan pekenja;

d. bahwsa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan,
perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investasi, dan percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan
pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang
sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan
hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu
dilakukan perubahan;
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Lampiran 3: PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 3 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

=

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PASAL 19 HURUF D (PRAKTEK DISKRIMINASI) UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang
Nomor S Tahun 1999 temtang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 19 huruf d
Undang-undang No. § Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor § Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Ussha Tidak Sehat;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas
Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Keputusan Presiden Nomor S9/P Tahun 2006,

Keputusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor
12/KPPU/Kep1/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua
Komisi Pengawas Persaingan Ussha Periode Januari 2011-Desember
2011,
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